PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

o

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah dipandang perlu menata kembali Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja dalam Peraturan Daerabh.

=

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rl T ahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari
hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1971 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) ;
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4428) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang
Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi
Pamong Praja ;

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3
4.
5

Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
serta  menegakkan  Peraturan Daerah  beserta  peraturan
pelaksanaannya.

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS, adalah
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural
sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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10.Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan dalam
rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh
bencana.

BAB Il
BENTUK DAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menata kembali Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan
pelaksanaannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman serta ketertiban umum di Daerah ;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap peraturan daerah dan
peraturan pelaksanaannya ;

d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;

Dok. Informasi Hukum - [DIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007



e. pelaksanaan koordinasi kepada Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan atau memelihara, menyelenggarakan ketentraman
dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah beserta peraturan
pelaksanaannya ;

f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB IV
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum
yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau
peraturan pelaksanaannya;

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan
daerah dan atau peraturan pelaksanaannya;

d. melakukan penanggulangan bencana dalam rangka melindungi
masyarakat.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia
dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di
masyarakat ;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;

c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut
diduga adanya tindak pidana ;

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga
adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan
pelaksanaannya ;

e. menyiapkan rumusan kebijakan bagi pelaksanaan kesiagaan dan
penanggulangan bencana.
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